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Abstrak

Makanan dan minuman disamping merupakan kebutuhan pokok, juga merupakan obyek perdagangan, oleh
karena itu diharuskan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan oleh pemerintah, untuk menjaga keamanan,
keselamatan, dan kesehatan konsumen. Dalam kenyataannya masih banyak beredar produk makanan dan
minuman yang beredar belum memenuhi standapmutu.yang telah ditetapkan, sehingga berdampak menimbulkan
kerugian konsumen. Artikel dibuat denganstujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan sertifikasi dan
standarisasi terhadap suatu produk makanan dan minuman di “Indonesia; metode pengawasan pemerintah
terhadap produk makanan dan minuman‘dalam kemasan yang beredar dispasaran yang belum memenuhi Standar
Nasional Indonesia; bentuk-bentuk. pertanggung-jawaban hukum produsen“atas,produk makanan dan minuman
yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia’jika mertigikan konsumen; ‘upaya apakah yang dapat diambil
oleh konsumen jika dirugikam'terhadap produk seperti ini.

Kata Kunci: Produk, Makanan danMinuman dalam kemasan, Standar NasionalIndonesia, Perlindungan Konsumen.
Abstract

Food and beverages is'not only a necessary need but also an object.of trade, therefore, required to meet the
quality standards set by the government,\to maintain. the security, jand to save consumers’ safety as well as
healthy. In reality there are'many outstandingfood and beverageproducts in circulation do not meet the quality
standards which have been set, so have an impact elicited‘the consumerflosses. This article was created to find
out, how does the government control the_circulation of food-and beverages products in packaging on the
market which do not meet the National Standard of Indonesia, government surveillance methods to control the
circulation of food and beverages products.in“packaging on the‘market which do not meet the National
Standard of Indonesia. What 'is. the form of legalpliability.on manufacturers of food products and beverages
which do not meet the Indonesian National Standard if it harms the consumers; what kinds of legal effort the
consumers are able to do against food and.beyerages in packaging.whiéh do not meet the National Standard of
Indonesia.

Keywords: Products, Food and beverages in packaging, International Standard of Indonesia, Consumer Protection.

Pendahuluan dari produk serupa yang dikemas lebih sederhana, dinilai
pasti lebih bermutu dan berkualitas.

Campur tangan pemerintah Republik Indonesia yang
nyata dalam hal yang berkaitan dengan makanan untuk
melindungi konsumen sebelum dibuatnya Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
dimulai dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan.

Bentuk campur tangan yang lain adalah dengan
melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan
minuman yang beredar di pasar adalah dengan adanya
lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang
bertujuan untuk menjadi institusi pengawas obat dan

Makanan dan minuman memegang peranan penting
dalam hidup manusia, makanan dan minuman menjadi obyek
komoditas dagang orang-perorangan dalam bentuk home
industry sampai berkembang menjadi industri-industri besar
yang dijalankan oleh berbagai badan hukum sebagai pelaku
usaha dagang dalam lingkup pasar tradisional maupun pasar
modern. Makanan dan minuman yang diperdagangkan diberi
label lalu dikemas dalam bentuk sederhana sampai dengan
bentuk kemasan yang sangat menarik karena masyarakat
sebagai konsumen memiliki suatu persepsi bahwa produk
yang dikemas dengan sangat menarik, berharga lebih mahal
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makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara
Internasional untuk melindungi masyarakat.

Salah satu program penting dalam pengawasan dan
pengendalian mutu produk pangan yang berasal dari
pertanian adalah sistem standarisasi mutu, sistem
standarisasi merupakan penetapan-penetapan norma dan
aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan
menghasilkan ~ produk dengan mutu yang dapat
dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu produk
yang seragam. Standarisasi mutu dapat bersifat nasional

maupun internasional!). Di Indonesia standarisasi mutu
harus memenuhi standar SNI ( Standarisasi Nasional
Indonesia ) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Nasional
(DSN) sejak tahun 1994 meliputi standar perdagangan,
Standar industri nasional, standar pertanian Indonesia, dan
masih banyak lagi lainnya.

Penerapan SNI pada suatu produk umumnya bersifat
voluntary (sukarela) SNI wajib perlu dilakukan seccara
berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai
berikut:

(a) menghambat persaingan yang sehat;
(b) menghambat inovasi;
© menghambat perkembangan UKIM.

Namun untuk keperluan  tertentu, terkait dengan
kegiatan atau produk yang</memiliki’ tingkat risiko yang
cukup tinggi contohnya kesehatan, keamanan, keselamatan
dan lingkungan, SNI dapat” diadopsi pemerintah’ kedalam
dasar regulasi teknis yang selanjutnya menjadi' bersifat
mandatory (wajib) dipenuhi oleh para pelaku wusaha, baik
produsen atau pihak lain 'yang memasok:produk ke pasar.LZJ
Terhadap produk-produk  makanan dan, minuman yang
belum wajib SNI, produk tersebut tetap dinilai aman bila
diperdagangkan serta dikonsumsi oleh, konsumen, ‘karena
tetap dibawah pengawasan pemerintah melalui BPOM.

Substansi dari kegiatan, standarisasi terletak pada
penerapan standar, dalam hal’ yang berkaitan ini="SNI
merupakan sebuah kebutuhan untuk melindungi kepentingan
konsumen dan industri dalam negeri, sebagaimana jugastelah
tertuang dengan jelas didalam ‘Undang-undang ANemor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan “Konsumen., Apakah
produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar
dipasar namun belum memenuhi standarsnasional*Indenesia
layak dikonsumsi oleh konsumen? karena di pasaran'masih
banyak beredar produk pangan dalam negeri dan luar negeri
yang tidak layak dijual karena dibuat menggunakan bahan
tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas
penggunaan, contohnya seperti (1) Pewarna berbahaya
(rhodamin B. methanyl yellow dan amaranth) yang
ditemukan terutama pada produk sirup, limun, kerupuk, roti,
agar-agar/jeli, dsb; (2) Pemanis buatan khusus untuk diet
(siklamat dan sakarin) yang digunakan untuk makanan
jajanan; (3) Formalin untuk mengawetkan tahu dan mie
basah; dan (4) Boraks untuk pembuatan kerupuk, bakso,
empek-empek dan lontong. Berdasarkan kenyataan-
kenyataan itulah dibuatlah artikel ini.

Metode Penelitian

Untuk mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah
karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka
metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe
penelitian turidis normatif (legal research) dengan
pendekatan terhadap undang-undang (statute approach) ),
bahan hukum, data-data pendukung yang diperoleh. Bahan
hukum primer yang digunakan antara lain, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang
Standarisasi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.
Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penelitian skripsi
ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum, serta tulisan-
tulisan tentang hukum.

Pembahasan

Didalam, hukum yang berlaku di negara kesatuan
Republik Indonesia, pengaturan sertifikasi dan standarisasi
terhadap produk makanan'dan minuman belum diatur secara
spesifiksndidalam suatuy, Undang-undang, karena masih

berbentukedraft ‘yang terdiri, daxi 15 bab dan 42 pasall3l.
Regulasi yang dijadikany acuan tethadap standarisasi suatu
produk, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 102¢ Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
Pihak-pihak ‘yang iterkait dalam proses sertifikasi suatu
produk makanan dan minuman dalam kemasan antara lain
adalah BSN, KAN, Ls Pro, dan Instansi-instansi teknis.

Bilaberbicara tentang peredaran produk makanan dan
minuman, didalam ketentuan ‘pasal 1 angka 7 Undang-
undang. Nomor~7 Tahun 1996 tentang Pangan, dijelaskan
bahwa ‘“Peredaran pangan /adalah setiap kegiatan atau
scrangkaian~kegiatan dalam rangka penyaluran pangan
kepada masyarakat, baik funtuk diperdagangkan maupun
tidak.”Undang=undang / Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, .tidak “menyebut produk makanan dan minuman
namun disebut sebagai Pangan. Kebutuhan akan pangan
dalam suatu negara dapat dipenuhi melalui produk makanan
dan minumanwdalam kemasan yang berasal dari dalam
negeri, maupun dari luar negeri. Oleh karenanya pemerintah
harus berperan aktif sebagai pengawas untuk melindungi
masyarakat dari bahaya beredarnya produk makanan dan
minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen
di Indonesia. Hal tersebut mulai diwujudkan oleh
pemerintah, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, yang terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, terbentuknya
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam
pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri
Kesehatan[4].

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas
kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang
obat dan makanan, seluruh program dan kegiatan BPOM
memiliki tujuan yang esensial yaitu untuk melindungi
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masyarakat sebagai konsumen atas mutu, keamanan dan
kemanfaatan produk obat dan makanan yang beredar. Selain
itu karena tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang
pengawasan obat dan makanan memiliki ruang lingkup yang
luas dan kompleks serta langsung berkaitan dengan hajat
hidup orang banyak, maka BPOM dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya tersebut menggalang kerjasama
dan membangun jaringan (networking) dengan lintas sektor
terkait dan para pemangku jabatan (stakeholder)

Tiga pilar utama pengawasan peredaran produk
makanan dan minuman yang dilakukan oleh BPOM saat ini,
yaitu: (1) Sistem pengawasan produsen yang dilaksanakan
secara internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara
produksi yang baik (good manufacturing practices) agar
setiap bentuk dari penyimpangan dari standar mutu dapat
dideteksi sejak awal, secara hukum, produsen bertanggung
jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya.
Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap
standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan
sanksi, baik administratif maupun pro justisias (2)~Sistem
pengawasan konsumen adalah sistem péngawasan oleh
masyarakat sebagai konsumen sendirismelalui peningkatan
kesadaran dan peningkatan pengetahuan” mengenai kualitas
produk yang digunakannya dan sCara-cara, penggunaan
produk yang rasional. Pengawasan yang dilakukan’ oleh
masyarakat sendiri sangat{penting dilakukan‘karena pada
akhirnya masyarakat sendiri yang mengambil keputusan
untuk membeli dan menggunakan suatu produk, konsumen
dengan kesadaran dan |tingkat pengetahuan yang tinggi
terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, disatu, sisi'dapat
membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-
produk yang tidak memenuhi syarat dan'preduk yang tidak
dibutuhkan. Sedang pada sisi lain akan mendorong predusen
untuk lebihberhati-hati dalam ‘menjaga kualitas,produknya;
(3) Sistem pengawasan pemerintah ataw, BPOM.~melalui
pengaturan standarisasi; penilaian keamanan® dan _mutu
produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi,
pengambilan sampel dan pengujian laboratorium: produk
yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung
penegakan hukum, khasiat keamanan dan produk maka
pemerintah juga melaksanakan * kegiatan komunikasi,
informasi dan edukasi publik[5].

Sasaran dilakukannya pengawasan terhadap peredaran
produk makanan dan minuman dalam kemasan di Indonesia
adalah lingkup hygiene yang definisinya adalah segala usaha
untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan[6].
Kemudian sanitasi yang definisinya adalah adalah upaya
pencegahan  terhadap kemungkinan bertumbuh dan
berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen
dalam peralatan dan bangunan yang dapat merusak dan
membahayakan kesehatan. Dengan dilakukannya sasaran-
sasaran itu maka tujuan yang diharapkan adalah
mengusahakan produk makanan dan minuman dalam
kemasan yang dikonsumsi oleh konsumen tidak mengandung
zat atau bahan yang dapat membahayakan kehidupan
manusia, dengan harapan yang akan dicapai adalah (1)
Tercipta makanan dan minuman yang sehat; (2) Memiliki
cita rasa yang tinggi; (3) Merangsang selera makan
konsumen.[7]

Metode pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap peredaran produk makanan dan minuman dalam
kemasan di Indonesia dibagi menjadi dua macam yang
antara lain adalah Premarket control dan Post-market
control.

Metode Premarket control adalah metode yang
ruang lingkup kegiatannya melakukan evaluasi mutu produk,

keamanan, dan efektivitas manfaat produk sebelum di
izinkan beredar dalam rangka pendaftaran, sedanglan
metode post control , adalah metode yang ruang lingkup
kegiatannya melakukan inspeksi terhadap sarana produksi
atau distribusi suatu produk makanan dan minuman dalam
kemasan, melakukan kegiatan sampling dan pengujian
setelah produk tersebut beredar, dan melakukan penyidikan
serta tindakan penegakan hukum jika produk itu kemudian
merugikan konsumen.

Jika berbicara mengenai pertanggung-jawaban hukum
produsen atas produk makanan dan minuman dalam
kemasamyang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia,
selayaknya dipahami terlebih dahulu definisi mengenai
pertanggungsjawaban. Menurut kamus umum Bahasa
Indonesia, pertanggung-jawaban berasal dari kata “tanggung
jawab”" yang ‘berarti, “keadaan wajib untuk menanggung
segala sesuatunya”. Pertanggung-jawaban hukum adalah
keadaan wajib Jménanggung ssegala sesuatunya menurut
hukum.

Dalamrteori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab:
pertanggung-jawaban “berdasarkan kesalahan (based on
faulf) Idan/ pertanggungj-awab  mutlak  (absolute
responsibility)[8]

Tanggung jawab (tanggung gugat) produk merupakan
terjemahan_bebas dalam bahasa Indonesia secara populer
sering” disebut/ dengan “product liability”adalah suatu
konsepsisshukum.-yang intinya dimaksudkan memberikan
perlindungan keépada konsumen yaitu dengan jalan
membebaskan.konsumen /dari beban untuk membuktikan
bahwar kerugian konsumen, timbul akibat kesalahan dalam
proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab
produsenintuk.memberikan ganti rugi”.

Menurut Han$s Kelsen, dalam teorinya mengenai
tanggung jawab_ hukum, bahwa seseorang bertanggung
jawab=secara _hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau
bahwa“dia memikul tanggung jawab hukum subyek, yang
berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam
perbuatan yang bertentangan[9]. Hans Kelsen selanjutnya
juga membagi tanggung jawab hukum dalam beberapa
kategori yang antara lainpenjelasannya sebagai berikut[10] :
1) Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu

bertanggung jawab  terhadap pelanggaran yang
dilakukannya sendiri;

2 Pertanggung jawaban kolektif, yaitu seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain;

3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, yang
berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas
pelanggaran yang dilakukannya oleh karena kesengajaan,
dan diperkirakan menimbulkan kerugian bagi individu
yang lain;

4) Pertanggung jawaban mutlak, yaitu bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran, yang
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dilakukannya, yang timbul karena ketidaksengajaan, dan
tidak diperkirakan.

Masalah-masalah yang berkenaan dengan Tanggung
jawab produk (product liability) timbul di Indonesia, sejak
Indonesia memasuki era industrialisasi. Masalah ini
berkaitan erat dengan era perdagangan bebas.[11].

Berbagai bentuk tanggung jawab hukum produsen
dalam perdagangan produk makanan dan minuman dalam
kemasan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia
terdapat di dalam beberapa regulasi yang mengatur, yakni
antara lain, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen[12].

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996
Tentang Pangan, diatur dalam ketentuan pasal 41 sampai
dengan pasal 42, pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa,
harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan
produk makanan dan minumannya, apabila produk tersebut
menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen_ g akibat
mengonsumsi produk pangan tersebut, dijelaskan™ juga
siapakah yang dapat disebut sebagai pihak-pihak yang
memasukkan dan mengedarkan produkspangan di Indonesia,
antara lain adalah distributor, agen,spengecer; dan/atau
impotir, kemudian juga diatur méngenai besaran biaya.ganti
rugi yang dapat dituntut terhadap‘kerugian secara langsung
ditetapkan dengan jumlah maksimal ‘Rp. 500:000.000,-
(Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana _hal' ini/ diatur
didalam 41 ayat (5) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1996
tentang Pangan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Bab IV tentang tanggung jawab
pelaku usaha, dijelaskan sebagai berikut[ 137«

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan“ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran, dan/atau’ . kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang —atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan;

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis . atausetara< nilainya,atat
perawatan kesehatan, dan/atau’pemberian santfunan yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu
7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
jelas mengenai adanya unsur kesalahan;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan
kesalahan konsumen.

Dalam hal jika konsumen dirugikan oleh pelaku
usaha, maka konsumen dapat menggunakan haknya untuk
mendapatkan ganti kerugian, apabila keadaan barang atau
jasa yang dibelinya tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu,
konsumen dapat menuntut langsung kepada pelaku usaha
agar memenuhi kewajibannya untuk dapat memberi ganti
rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini
dapat terjadi apabila antara konsumen dengan pelaku usaha

terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan
dalam praktek, hubungan antara konsumen dengan pelaku
usaha tidak langsung, dan hanya berkaitan dengan barang
dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah
tanggung jawab produk, sedangkan pada hubungan langsung
tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual[14].

Pelaku usaha sering kali lebih banyak mengelak dari
rasa pertanggung jawabannya. Pelaku usaha selalu dengan
alasan bahwa kesalahan ada pada si konsumen yang kurang
teliti atau salah dalam menyebutkan jenis barang atau jasa
yang dibelinya, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung
jawab atas kesalahan tersebut[15]. Kewajiban dasar dari
pelaku usaha atau penjual adalah menjamin produk barang
yang dipasarkan bermutu. Dalam dunia produksi ada 2 (dua)
macam jaminan yaitu express warranty yang artinya adalah
suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara
lisan maupun tertulis. Adanya express warranty ini, berarti
predusen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk)
dan juga penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang
atau predukidari produsen atau pembeli bertanggung jawab
untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya
kekurangan_atau, kerusakan dalam produk yang dipasarkan.
Kemudian' = implied. 'warranty yang artinya adalah suatu
jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum,
sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam
keadaan tertentu.[ 16]

Apabila pelaku’ usaha tidaksmau bertanggung jawab
memberikan jganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian
konsumen akibat, mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan, maka hal ini akan terjadi
sengketa konsumen, yaitu sengketa antara pelaku usaha
dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran ; dan/atau yang' menderita kerugian akibat
mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Sesuai dengan isi/ ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Undang —Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen /bahwa pelaku usaha bertanggung
jawab ‘membetikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran
dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/ataujasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti
rugi tersebut harus/dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hariesetelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang
ditetapkangdalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti
rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari
ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi,maka tidak
akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila
dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak
memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa
konsumen. Konsumen yang dirugikan akan melakukan
upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha.

Sengketa konsumen terjadi apabila pelaku usaha
tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu
7 (tujuh) hari setelah transaksi. Sengketa (konflik) konsumen
adalah suatu kondisi di mana pihak konsumen menghendaki
agar pihak pelaku usaha berbuat atau tidak berbuat sesuai
yang diinginkan, tetapi pihak pelaku usaha menolak
keinginan itu.

Menurut Romy Hanitijo pengertian sengketa sebagai

situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak
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memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak
dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba
meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya
masing-masing.Sedangkan Joni Emerzon memberikan
pengertian konflik/perselisihan adalah adanya pertentangan
atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang
mengadakan hubungan atau kerjasama.[17]

Berdasar pada isi ketentuan dari pasal 45 dari
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui
beberapa lingkungan peradilan dan juga memungkinkan
diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan[18].
Hal ini diperjelas di dalam isi ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang mengatakan penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa. Namun oleh karena dalam sengketa konsumen
yang disebabkan oleh kerugian yang timbul karenasproduk
makanan dan minuman dalam kemasan yang.belum
memenuhi Standar Nasional Indonesia, «tidak+"dianjurkan
menggunakan penyelesaian sengketalitigasi karena jika
ditinjau dari segi ckonomis, besaran biaya perkara yang
ditimbulkan melalui jalur litigasidebih besar daripada isisdari
gugatan tersebut.

Upaya hukum yang/dapat dilakukan oleh konsumen,
dengan metode gugatan kelompok “(classwaction) yang
tercantum dengan jelas didalam isi ketentuan Pasal 46 ayat
(1) huruf (b) yang menyatakan gugatan®kelompok /harus
diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan. dan
dapat dibuktikan secara hukum. Namun untuk menggunakan
metode penyelesaian melalui gugatan ' kelompok (class
action) konsumen pengguna produk makanan ‘dafi minuman
yang belum memenuhi standar nasional Indonesia ‘hatus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur, dalam_Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2002 yang antara
lain adalah sebagai berikut :

1) Jumlah anggota kelompok yang banyak (numerousity);

2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa.dan kesamaan
dasar hukum yang digunakan'yang bersifat sSubstansial
serta terdapat kesamaan jenis' tuntutandiantara wakil
kelompok dengan anggota kelompoknya;

3) Wakil kelompok memiliki kejujuran-dantkesungguhan
untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang
diwakilinya.

Setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud diatas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM) dapat melakukanlegal standing yaitu
tindakan menggugat yang timbul dari hak gugat dari
seseorang, sekelompok orang atau organisasi[19].

Penyelesaian sengketa konsumen yang timbul karena
kerugian dari produk makanan dan minuman dalam kemasan
yang belum memenuhi standar nasional Indonesia sebaiknya
menggunakan metode penyelesaian sengketa non litigasi,
akan dapat menjadi lebih baik jika dapat dilakukan secara
damai oleh para pihak-pihak sendiri (antara konsumen dan
pelaku usaha/produsen). Disamping itu dapat pula
menggunakan mekanisme ADR  (Alternatif Dispute
Resolution.) yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial,
summaryjury trial, settlement conference serta bentuk

lainnya,dari kesekian banyak cara penyelesaian di luar
pengadilan, dalam isi ketentuan pasal 52, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dalam memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian
sengketa yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kesimpulan dan Saran

Pengaturan tentang sertifikasi SNI terhadap suatu
produk makanan dan minuman dalam kemasan masih
berbentuk Peraturan Pemerintah, dibutuhkan tata regulasi
baru setingkat Undang-undang, agar lebih memiliki kekuatan
hukum dan daya paksa yang lebih kuat.

Produk makanan dan minuman dalam kemasan di
Indonesia yang belum memenuhi Standar Nasional
Indonesia belum dapat dikatakan tidak aman untuk
dikensumsi, karena proses sertifikasi Standar Nasional
Indonesia. itu fungsi utamanya adalah meningkatkan daya
saing preduksmakanan dan minuman dalam kemasan, agar
mampu bersaing dengan produk-produk impor.

Sepanjang, titik kritis yakni higienis( Aygiene) dan
sanitasi dalam‘proses, pembuatan suatu produk makanan dan
minuman dalam kemasan dilakukan oleh para pelaku usaha,
dan diawasi oleh.pemerintah, sekalipun produk makanan dan
minuman| dalam Kemasan ‘itu” belum memenuhi Standar
Nasional* Jndonesiaj keeil kemungkinan bahwa produk
tersebut 'berbahaya bagi konsumen, tidak aman dikonsumsi,
dan atau merugikan konsumen.

Untuk melakukan proses sertifikasi terhadap suatu
produk makanan |dan minuman dalam kemasan agar
memenuhi _Standar Nasional Indonesia, dibutuhkan
persiapan-persiapan yang matang dari segi biaya. Tidak
semua_pelaku usaha melakukan tahap ini, karena sebagian
besar pelaku usaha produk makanan dan minuman dalam
kemasan pangsa pasarnya/ belum memadai, kemudian laba
usaha tersebut digunakan/untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarga pelaku usaha; oleh karenanya dalam hal ini
disamping dibutuhkan /peran pengawasan dari pihak
pemerintahyjuga dibutuhkan bantuan baik dari segi wawasan
melalui "pembinaan, kemudahan birokrasi, subsidi dana
terhadap=para pelaku usaha, dengan harapan disamping
produksymakanan dan minuman dalam kemasan yang
diperdagangkan aman untuk dikonsumsi, produk tersebut
juga dapat meningkat daya saing produknya, sehingga
semakin bertambah produk-produk makanan dan minuman
dalam kemasan dari Indonesia dapat bersaing dengan
produk-produk impor.

Terhadap metode pengawasan pemerintah terhadap
produk makanan dan minuman dalam kemasan yang belum
memenuhi Standar Nasional Indonesia, masih terdapat
kelemahan yang ditemukan oleh penulis, khususnya produk-
produk pangan yang berasal dari Industri Rumah Tangga
(IRT), untuk dapat memaksimalkan pengawasan terhadap
peredaran produk itu, hendaknya para pelaku usaha produk
terdaftar di Disperindag, karena masih sangat banyak para
pelaku usaha produk makanan dan minuman dalam kemasan
didaerah belum terdaftar, sehingga cukup sulit bagi
pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap
peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasan
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tersebut.

Untuk dapat menegakkan perlindungan konsumen,
dibutuhkan perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan
diadopsinya prinsip tanggung jawab mutlak, karena Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen masih mengadopsi prinsip semi strict liability.
Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan terhadap regulasi
Perlindungan Konsumen, dengan mengadopsi prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liablity), dengan demikian
jika konsumen dirugikan terhadap produk makanan dan
minuman dalam kemasan yang belum memenuhi Standar
Nasional Indonesia dapat meminta pertanggung-jawaban
hukum kepada si pelaku usaha tanpa melalui proses
pembuktian yang berbelit-belit.
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